
Diduga  Pengadaan  Komputer
Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan  Batang  Hari
Menjadi Syarat Korupsi
Batang Hari, Jambi – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Batang  Hari  melakukan  pengadaan  peralatan  teknologi  dan
informatika melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun
2022  ke  beberapa  sekolah  dasar.  Peralatan  yang  diterima
sekolah diduga tidak sesuai spesifikasi, Selasa (05/03/2024).

Belanja  modal  komputer  tersebut  dianggarkan  sebesar  Rp.
14.715.000.000,-. Setiap satu sekolah dialokasikan sebesar Rp.
125.000.000,-.

Salah satu kepala Sekolah yang mendapatkan komputer tersebut
mengaku  kecewa  karena  alat  yang  didapatkan  tidak  sesuai
spesifikasi.

“Yang  diberikan  berupa  Chromebook  bukan  laptop  atau  pun
komputer,  jadi  spesifikasinya  tidak  bagus.  Kenapa  tidak
komputer atau laptop sekaligus, biar anak-anak bisa belajar
menggunakan komputer,” ucapnya.

“Sekolah kami mendapatkan 15 unit Chromebook, dan setahu saya
setiap  sekolah  yang  mendapatkan  Chromebook  ini  rata-rata
sebanyak 15 unit,” ungkapnya.

Ia  pun  tidak  tahu  berapa  anggaran  yang  digunakan  untuk
Chromebook, karena peralatan tersebut langsung diantar oleh
pihak  dinas.  Setelah  mengetahui  berapa  anggaran  yang
direalisasikan  ia  pun  berkomentar.

“Berarti dengan anggaran Rp. 125.000.000 dibagi 15 dihargakan
Rp. 8.333.000/ Unit. Kalau dibelikan ke laptop lumayan tu
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spesifikasinya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, “Kalau Chromebook itu jelas di bawah laptop,
harganya pun terjangkau sekitar tiga jutaan.”

Beberapa  isu  yang  berkembang,  pihak  APH  sudah  melakukan
klarifikasi  ke  beberapa  pejabat  Dinas  P  dan  K  dan  kepala
sekolah  untuk  melakukan  penelusuran,  apakah  ada  kerugian
negara atau tidak.

Hingga  berita  ini  diterbitkan  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan
Kebudayaan  Kabupaten  Batang  Hari,  Zulpadli,  tidak  dapat
dikonfirmasi. (Red)

Kejari  Batang  Hari  Kembali
Menetapkan  Tersangka  Dugaan
Korupsi,  Kali  Ini  Mengenai
Pupuk Subsidi
Batang Hari, Jambi – Kejaksaan Negeri Batang Hari kembali
menetapkan dua orang tersangka perkara dugaan tindak pidana
korupsi  dalam  penyaluran  pupuk  bersubsidi  untuk  petani  di
kecamatan  Muara  Tembesi,  Kabupaten  Batang  Hari,  Rabu
(6/12/2023).

Dua orang tersangka atas perkara ini, di antaranya KA Pemilik
Toko selaku pengecer dan NA selaku Ketua gabungan kelompok
tani.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Muhammad Zubair,
S.H., melalui Kepala Seksi Intelijen Rudi Firmansyah, SH., MH.
Jaksa Muda mengatakan, dari hasil penyidikan yang dilakukan
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oleh Tim Penyidik pada kejaksaan Negeri Batang Hari, telah
memperoleh alat bukti dan barang bukti.

“Yang  mana  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana
sehingga  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  telah
menetapkan  2  orang  tersangka,”  ujarnya

“Tersangka tersebut berinisial KA selaku pengecer dan saudara
NA selaku ketua gabungan kelompok tani (gabuktan),” tambahnya.

Menurut  Rudi  Firmansyah  penetapan  tersebut  dengan  Surat
Penetapan Tersangka Nomor: TAP-4/L.5.11/Fd.2/12/2023 tanggal 6
Desember  2023  dan  Surat  Penetapan  Tersangka  Nomor:
TAP-5/L5.11/Fd.2/12/2023  tanggal  6  Desember  2023.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 3 jo. Pasal 18
ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Para tersangka dilakukan penahanan di Lapas Klas IIB Muara
Bulian dan Penetapan tersangka berjalan dengan lancar, aman
dan kondusif,” ucapnya.

Diketahui, KA dan NA melakukan penyaluran pupuk bersubsidi di
wilayah kecamatan Tembesi pada periode 2020 sampai 2022. (Red)



KPK  Tahan  Tersangka  Korupsi
Tukin  Pegawai  Kementerian
ESDM
Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10
orang tersangka dan menahan 9 orang terkait kasus korupsi
pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2022,
Jakarta, Kamis (15/06/2023).

 

Dikutip  dari  Twitter  @KPK_RI,  para  tersangka  diduga
memanipulasi rencana dan menerima pembayaran Tunjangan Kinerja
yang  tidak  sesuai  ketentuan.  Akibatnya  jumlah  tunjangan
kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1,3 M menjadi
Rp29 M, atau terjadi selisih sebesar Rp27,6 M.

 

Perkara ini bermula dari adanya realisasi pembayaran belanja
pegawai  berupa  tunjangan  kinerja  di  lingkungan  Kementerian
ESDM pada tahun 2020-2022.

 

Para  tersangka  diduga  memanipulasi  rencana  dan  menerima
pembayaran Tunjangan Kinerja dengan melakukan:

 

Pengkondisian  daftar  rekapitulasi  pembayaran  dan  daftar
nominatif, dimana PAG meminta kepada LFS agar dana dilakukan
pengkondisian dengan istilah ‘Dana diolah untuk kita-kita dan
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aman’.  Selanjutnya,  menyisipkan  nominal  tertentu  kepada  10
orang secara acak dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10
orang yang telah ditentukan.

 

Sepuluh  orang  tersebut:  PAG  (Subbagian  Perbendaharaan  /
PFPSPM), NHS (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK), LFS (Staf PPK),
A  (Bendahara  Pengeluaran),  CHP  (Bendahara  Pengeluaran),  HP
(PKK), BA (Operator Surat Perintah Membayar / SPM), H (Penguji
Tagihan),  ORA  (Petugas  Pengelolaan  Administrasi  Belanja
Pegawai  /  PPABP),  MFV  (Pelaksana  Verifikasi  dan  Perekaman
Akuntansi).

 

KPK  menahan  9  orang  tersangka,  satu  tersangka  A  masih
menjalani  pemeriksaan  kesehatan  lebih  dahulu.

 

Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalian sebesar Rp5,7
Miliar  dan  logam  mulia  45  gram,  sebagai  salah  satu  upaya
optimalisasi  asset  recovery  hasil  korupsi  yang  dinikmati
pelaku pada perkara dimaksud.

 

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat
serta Kementerian/Lembaga terkait yang telah mendukung proses
penanganan perkara ini. KPK berkomitmen untuk mengembangkan
perkara ini hingga tuntas, demi keadilan hukum pemberantasan
tindak pidana korupsi di Indonesia. (Red)



Ketua  LSM  Kompihtal  Minta
Bupati  Batang  Hari  Non
Aktifkan Oknum Kadis NF
Batang  Hari,  Jambi  –  Menjadi  perbincangan  hangat  dugaan
gratifikasi  oleh  oknum  Kepala  Dinas  di  Lingkup  Kabupaten
Batang Hari yang sempat diterbitkan oleh salah satu media
online, Jumat (09/06/2023).

Usman Yusup ketua umum LSM KOMPIHTAL menanggapi dan mengaku
geram dengan berita yang menjadi trending topik atau buah
bibir mulai dari pejabat, aktifis, wartawan, bahkan sampai
menjadi perbincangan di warung kopi yang mana telah terbit di
salah satu media  JNN.co id.

“Diduga oknum kadis inisial NF telah meminta sejumlah uang
kepada oknum rekanan yg berinisial MD dengan menjanjikan paket
pekerjaan proyek atau suatu kegiatan, meski berita tersebut
telah di hapus oleh pihak penerbit namun sudah cukup banyak
yang membaca termasuk saya dua kali baca,” kata Usman Yusup,

Dari  kalimat  yang  ia  baca  oknum  kadis  inisial  NF
mengakui  kepada  pihak  media  penerbit  berita  bahwa  telah
Menerima  uang dengan jumlah 45000000 empat puluh lima juta
rupiah  melau  transfer  rekening.  Namun,  berjanji  akan
mengembalikan akhir bulan nanti kata NF kepada media penerbit.

Dari  kalimat  tersebut,  menurut  Usman  jelas  berbentuk
gratifikasi  alias  suap  ini  sangat  membuat  malu  pihak
pemerintah  kabupaten  Batang  Hari.

“Oleh karena itu saya minta kepada inspektorat  batang hari 
dan aparat penegak hukum agar mengambil tindakan tegas segera
panggil pihak penerbit berita JNN.co.id  untuk mempertanyakan
siapa  oknum  kadis  inisial  NF  dan  saya  minta  bapak  bupati
Batang Hari Muhamad Fadhil Arif  segera non aktifkan oknum
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kadis tersebut,” tegas Usman. (Red)

Akhirnya  Kejari  Batang  Hari
Konferensi  Pers  Lima  Orang
Tersangka Kasus Korupsi
Batang Hari, Jambi – Akhirnya Kejaksaan Negeri Batang Hari
menjelaskan  atas  lima  orang  tersangka  korupsi  pembangunan
Pukesmas Bungku, Jumat (25/11/2022).

Dalam konferensi Pers, Kepala Kejari Sugih Carvallo, S.H.,
M.H., menjelaskan, berkas lima tersangka yang dinyatakan sudah
lengkap,  sudah  dilimpahkan  dari  Polda  Jambi  ke  Kejaksaan
Negeri Batang Hari dan pemohon telah menerima para tersangka
berikut berkas perkaranya dari Reskrimsus Polda Jambi.

“Kegiatan  dari  siang  tadi  merupakan  pengajuan  dugaan  dan
barang bukti oleh penyidik Polda Jambi kepada Kejaksaan Negeri
Batang hari, terkait masalah pembangunan Puskesmas Bungku,”
ungkap Sugih.

Menurutnya,  dengan  berbagai  pertimbangan  dalam  penyelesaian
berkas kasus ini, maka dilakukan  tambahan penahanan selama 20
hari kedepan. Pada pukul 22.00 Wib, kelima tersangka kembali
ke tahanan Polda Jambi.

“Tersangka tidak dititipkan di sel Mapolres Batang hari itu
teknis  untuk  memudahkan  proses  selanjutnya  hingga  ke
pengadilan. Nanti kasus ini akan disidangkan di Pengadilan
Tipikor  Jambi juga, makanya lima tersangka ini kami titipkan
kembali di Polda Jambi,” ungkapnya.

Sugih menambahkan, dua orang tersangka belum ada pelimpahan ke
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kami,  mungkin  masih  di  Polda  Jambi,  yang  kami  terima
pelimpahan  hari  ini  lima  orang  tersangka.

“Kalau  pasal yang dikenakan lima orang tersangka sama tidak
ada  yang  beda,  ancaman  kurungan  lebih  kurang  limatahun
penjara. Kalau totallos kerugian Negara lebih kurang enam koma
tiga milyar rupiah (6,3 milyar)” tutup Kajari. (Red)

Korupsi  Pembangungan
Puskesmas  Bungku,  Tersangka
yang Ditahan Bertambah
Batang Hari, Jambi – Perkembangan kasus korupsi pembangunan
Puskesmas Bungku Kabupaten Batang Hari kini tersangka yang
ditahan Bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi bertambah,
Kamis, (25/11/2022).

Saat ini mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
EY resmi ditahan bersama rekan yang lain, yakni AT, MF, DH dan
AG yang ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan puskesmas.

Para pelaku yang melakukan korupsi sempat jadi tersangka dan
saat pihak Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi memanggil kembali
langsung ditahan oleh Polda Jambi dan tampak, lima para orang
langsung dipakai rompi warna orange bertuliskan Tahanan seraya
tangan di borgol.

Saat  keluar  dari  ruangan  Ditreskrimsus  Polda  Jambi,  para
tahanan sempat enggan memberikan komentar kepada para awak
media dan hanya saja pihak kuasa hukum para tersangka akan
rapat internal lagi terkait kasus yang dihadapi.

“Didukung dengan sejumlah dokumen, gedung ini ternyata sudah
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memiliki  sertifikat  laik  yang  direkomendasikan  Dinas  PUPR
Kabupaten  Batanghari,  dan  diterbitkan  DPMPTSP  Kabupaten
Batanghari,”ujarnya.

Sebelum sertifikat terbit, gedung puskesmas ini sudah melewati
serangkaian  pemeriksaan  dari  para  ahli,  termasuk  ahli
konstruksi  dan  ahli  sipil.

“Penyidik menyebutkan bangunan ini total loss. Total loss,
berarti  gedung  ini  tidak  bisa  dimanfaatkan.  Padahal,
kesimpulan dari pemeriksaan sudah menyatakan gedung ini bisa
difungsikan. Sudah terbit sertifikat laik fungsi, sebagai izin
penggunaan Gedung,”jelasnya

Terpisah, Kubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Ade
Dirman  mengatakan  pihaknya  sudah  melengkapi  berkas  yang
diminta kejaksaan, dan akan melakukan pelimpahan tahap II.

“Kami melengkapi berkas, dalam Minggu ini akan berlanjut ke
tahap II,” ujarnya.

Ade  mengatakan,  para  tersangka  ditahan  di  Mapolda  Jambi
sebelum  sampai  ke  kejaksaan  demi  mempermudah  dalam  rangka
tahap II danpenahanan ke pada 5 tersangka, terhitung mulai
kamis, 24 november 2022 hari ini.

“Pembangunan puskesmas ini menggunakan dana alokasi anggaran
tahun  2020,  senilai  berkisar  Rp  7,2  miliar  dan  Progres
pengerjaannya,  yang  dilakukan  PT  Mulia  Permai  Laksono,
diungkap  Polda  Jambi  hanya  mencapai  88  persen  saat  bulan
Desember tahun 2020.

“Atas  perintah  Kepala  Dinas  Kesehatan  Batanghari,  dana
tersebut dicairkan 100 persen. Lalu, timbul kerugian negara
senilai Rp 6,3 miliar,” terangnya.

Berdasarkan  ahli  konstruksi  dari  ITB,  Direktur  Reskrimsus
Polda  Jambi,  Kombes  Christian  Tory,  mengatakan  bangunan
tersebut tidak memenuhi kelayakan, meski masih beroperasi.



“Ya pembangunan tidak memenuhi kelayakan,” katanya. (Red)

Sumber: benuajambi.com


